BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab II, maka penulis

dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1.

Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah belum diatur dalam hukum
ketenagakerjaan, Pengaturan mengenai praktik penahanan ijazah hanya
diatur dalam SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. SE Menaker ini
statusnya tidak dapat mengikat dan memberikan sanksi bagi perusahaan,
karena karakteristiknya sebagai surat edaran bukan merupakan peraturan
perundang-undangan. Pembuatan klausula penahanan ijazah bertentangan
dengan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 dan tidak memenuhi
empat syarat sahnya perjanjian kerja karena terdapat cacat kehendak serta
tidak memenuhi klausula tidak halal.

SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 bukan bentuk peraturan
perundang-undangan sehingga konsekuensinya tidak bisa mengikat dan
memberikan sanksi bagi perusahaan. Di Kota Surakarta kehadiran SE
Menaker ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penegakan
hukum terkait penahanan ijazah, karena di Kota Surakarta telah
diberlakukan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur
larangan penahanan ijazah dan telah disahkan lebih dahulu dibanding SE

Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Keberadaan SE Menaker ini
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memiliki pengaruh kepada pekerja untuk lebih melek hukum terkait

penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan.

B. Saran

1.

Untuk pemerintah, diperlukan pembaruan dalam UU Ketenagakerjaan
ataupun peraturan pelaksanaannya mengenai pengaturan larangan
penahanan  ijazah  oleh  perusahaan. @~ SE  Menaker = Nomor
M/5/HK.04.00/V/2025 yang telah berlaku masih kurang maksimal untuk
digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur dan memberikan sanksi
bagi perusahaan yang melanggar.

Untuk Disnaker, sebagai lembaga yang mengawasi dan menangani
penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja perlu ditingkatkan lagi dalam
penegakan hukumnya terutama mengenai permasalahan penahanan ijazah.
Untuk perusahaan, diharapkan tidak membuat perjanjian kerja yang
memuat klausula penahanan ijazah terkhususnya perusahaan di Kota
Surakarta. Jika ingin mencegah pekerja resign sebelum kontrak kerja
berakhir dapat mencantumkan denda yang harus dibayar oleh pekerja
apabila resign sebelum kontrak kerja berakhir.

Untuk pekerja, perlu mencermati segala ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja terutama hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja. Pekerja
juga perlu mengetahui hal apa yang dilarang dalam peraturan perundang-

undangan maupun peraturan pelaksanaan lainnya.
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Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan Ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skeipsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian
dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini : i

1. Nama = Joanne Adventina Kunti Adhyaksa
2. Nomer Mahasiswa : 220514869
3. Program Kekhususan  :  Hukum Ekonomi dan Bisnls
4. Lokasi Riset : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
5. Dosen Pembimbing | :  Nindry Sulistya Widiastiani, SH., MH.
Dosen Pembimbing 11 -
6. Judul Skripsi :  Praktik Penahanan ljazah Oleh Perusahaan Sebagai Jaminan Kerja (Studi
Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta)
7. No. Handphane / WA : 085640262367

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik,
sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

<! [
w—eDe RATSUpriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat Kontak
Kampus | Gadung Alfonsus Te'epon | +62-274-561031
Mncan Banu 28 Yogyakarta 55281 Fox | +62-274-547973

Surct : h@uajy ac.id
URL

https /Ifh uajy ac id

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Disnaker Kota Surakarta
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UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
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Hal : Permohonan ljin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi
Kepada

Yth. Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H.
JI. Ir. Sutami No.36A Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakuk
riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam
ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan lbu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan
wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama 1 Joanne Adventina Kunti Adhyaksa

2. Nomor Mahasiswa ;220514869

3. Program Kekhususan  :  Hukum Ekonomi dan Bisnis

4, Lokasi Riset i Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

5. Dosen Pembimbing!  : Nindry Sulistya Widiastiani, SH., MH.

Dosen Pembimbingll -

6. Judul Skripsi . PRAKTIK PENAHANAN UAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN
KERJA {STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA
SURAKARTA)

7. No. Handphone / WA ;085640262367

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan
internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperiuan limiah dan akademik,
sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasth.

- Dr@wmamo, S.H., M. Hum,

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031

Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax. : +62-274-547973
Surel  :fh@uajy.acd

URL

https://ifh.uajy.ac.id

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dosen Dr. Rosita Chandrakirana, S.H.,
M.H.
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Brigiend Slamet Riyadi No 306 Telepon (0271) 714800 - 719825 Fax (0271) 719625
E-mail : disnakersurakarta@gmail.com, disnaker@surakarta go d
SURAKARTA
(57141) s——

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/800.1.01.1/ 3753

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya pbahwa:

Nama JOANNE ADVENTINA KUNTI ADHYAKSA
NIM ' 220514869

Fakultas : Hukum

Mahasiswi

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul :

*Praktik Penahanan ljazah oleh Perusahaan sebagai Jaminan Kerja (Studi Kasus di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta)”.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Oktober 2025

Kasubag Administrasi,
aian dan Organisasi
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Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Disnaker Kota
Surakarta
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Lampiran 4 Foto dengan Dr. Rosita Chandrakirana, S.H., M.H.
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Lampiran 5 Foto dengan Bapak Alfian Anggoro, S.H Perwakilan dari Disnaker
Kota Surakarta



